
 
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 3                                                                                  TAHUN 2019 

WALI KOTA DEPOK  

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

WALI KOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa perizinan dan non perizinan berfungsi sebagai 

instrumen pemerintah dalam pengawasan, 

pengendalian, perlindungan  dalam kegiatan 

berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan 

yang berdampak pada kepentingan umum, guna 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; 

  b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas sebagai 

upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan  

perizinan di Kota Depok serta untuk memberi 

perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan 

wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan; 

  c. bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden              

Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha, mengamatkan dalam rangka 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu 

dilaksanakan reformasi peraturan Perizinan Berusaha 

melalui penyederhanaan terhadap dasar hukum 

pelaksanaan perizinan dan non perizinan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan 

Non Perizinan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang  Dasar  Negara  

Republik  Indonesia Tahun 1945; 

  

WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

    

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 1  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan 

masyarakat di wilayah Kota Depok perlu 

ditumbuhkembangkan pembudayaan gemar membaca 

secara holistik dan sistematik; 

  b. bahwa dalam rangka mensukseskan pembudayaan gemar 

membaca perlu didukung dengan keberadaan 

perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bagi 

masyarakat; 

  c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian 

hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan pembudayaan gemar membaca di Kota 

Depok, maka diperlukan pengaturan tentang 

pembudayaan gemar membaca; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca; 

Mengingat  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

SALINAN 
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   Pasal 303 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  

Kota Depok. 

Ditetapkan di Depok 

pada tanggal 25 Juli 2019 

WALI KOTA DEPOK, 

                                                                                                   TTD 

 

  K.H. MOHAMMAD IDRIS 

Diundangkan di Depok  

pada tanggal 25 Juli 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

     TTD 

 

HARDIONO 

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: 

(3/117/2019) 


